PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

:1.

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BAUBAU-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran
2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);

-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340j);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada  Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan  Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754};

19. Peraturan Menteri dalam  Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20, Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630};

20. Peraturan. Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

21. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);

22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau

Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019
Nomor 2}.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

N

Daerah adalah Kota Baubau.
Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintaharnn Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan FPemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam



Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

.U'I

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.869.926.051.234,00 (delapan ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus
dua puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiahj, yang
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a direncanakan sebesar Rp...(terbilang), yang terdiri atas:

a. Pajak dacrah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.48.200.000.000,00 ( Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Juta
Rupiah).

(3} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp.10.127.512.000,00 (Sepuluh milyar seratus dua puluh
tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,00 (Delapan
milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua
puluh tujuh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.908.960.179,00 (Enam
puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu
seratus tujuh puluh sembilan rupiah).



Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp. 1.122.778.552.351 (satu triliun seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh
puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiahj,
yvang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf a direncanakan sebesar Rp.742.873.095.683,00 (tujuh ratus empat
puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu
enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa,

Belanja bunga,

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

e opo TR

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan
sebesar Rp.449.740.748.663,00 {empat ratus empat puluh sembilan milyar tujuh
ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam
puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.274.719.738.346,00 (dua ratus tujuh puluh
empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu
tiga ratus empat puluh enam rupiahy}.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan
sebesar Rp.9.689.261.641,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu
rupiahy;

{5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan
sebesar Rp... {terbilang).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 8.512.117.033,00 (delapan milyar lima ratus dua belas juta
delapan ratus lima puluh dua ribu seratus satu rupiah).



(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.20.880.000,00 {(dua puluh juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.

257.852.501.117,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh

dua juta lima ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah ), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar 257.852.501.117,00 (dua ratus lima puluh tujuh
milyar delapan ratus lima puluh dua juta ima ratus satu ribu seratus tujuh belas
rupiah }, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.852.501.117,00
(fima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh dua Juta lima ratus satu ribu
seratus tujuh belas rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp...(terbilang).

{(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp...(terbilang).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp....(terbilang).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp....(terbilang).
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Pasal 9
Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.57.852.501.117,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh dua juta
lima ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah),
Pasal 10
Anggaran Pengeluaran Pembhiayaan secbagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e, Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp....(terbilang).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiahj.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp....(terbilang).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp...(terbilang).

Pasal 11
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.252.852.501.117,00)
{dua ratus lima puluh dua milyar delapan ratus hima puluh dua juta seratus tujuh
belas ribu rupiah.);

{4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
252.852.501.117,00 (dua ratus lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh
dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah).



Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Weli Kota Baubau ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran [II

4, Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

6. Lampiran VI

7. Lampiran Vil

8. Lampiran VIII

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus
Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kota;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kota;

Rincian Dana Qtonomi Khusus menurut urusan
Pemerintahan daerah, organisasi,program,kegiatan,sub
kegiatan,kelompok,jenis,obyek dan rincian obyek
pendapatan,belanja dan pembiayaan tahun anggaran
2021,

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi,program,kegiatan, sub kegiatan,kelompok,
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan,belanja dan
pembiayaan Tahun Anggaran 2021;



9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
Pemerintahan daerah,organisasi,program, kegiatan,sub
kegiatan, kelompok,jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran
2021;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/kab/kota
Dalam rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Baubau ini.

Pasal 14
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 15
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota Baubau dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bauba
pada tanggal, 50 Dgsember 2020

WALI KOFA BAYBALU,

AS. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal,  Peseufber 2020 FARAF KOORDINAST |
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